
BUPATIHALMAHERASELATAN 

PROVINS! MALUKU UTARA 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN 

NOMOR 15 TAHUN 2023 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HALMAHERA SELATAN, 

Merumbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan 

struktur orgamsasi Perangkat Daerah di hngkungan 

Pemenntah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu 

ditmdaklanjutr dengan Pembentukan Susunan 

Mengmgat 

Orgarusasi, Togas dan Fungsi serta Tata KeIJa Dmas 

Koperasi Dan UKM, Penndustnan Dan Perdagangan 

Kabupaten Halmahera Selatan, 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pom a diatas, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan 

Orgarusasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KeIJa Dmas 

Koperasi Dan UKM, Penndustnan Dan Perdagangan 

Kabupaten Halmahera Sela.tan, 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provmsi Maluku Utara, Kabupaten Buru 

dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara 

R I Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara 

R I  Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

R I  Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
R I  Nomor 3961 )  

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 

Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 

Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan 
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di Provmsi Maluku Utara (Lembaran Negara R I  Tahun 

2003 Nomor 2 1 ,  Tambahan Lemoaran Negara R I Nomor 

4264), 

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara R I  Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 

5587) sebagaimana telah kedua kah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Ten tang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara 

R I Tahun 2015 No111or 59), 

4 Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Orgamsasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R I  

Tahun 2016 Nomor 1 14 )  sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 

2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah 

Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187), 

5 Peraturan Menten Koperasi Dan Usaha Kecil Dan 

Menengah Repubhk Indonesia Nomor 

13/Per/M KUKM/X/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur 

Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan U saha Kecil Dan 

Menengah (Benta Negara Repubhk Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1543), 

6 Peraturan Menten Perdagangan Repubhk Indonesia 

Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur, 

Tugas Daan Fungsi Perangkat Daerah U rusan 

Pemermtahan Bidang Perdagangan (Benta Negara 

Repubhk Indonesia Tahun 2018 Nomor 10), 

7 Peraturan Menten Penndustnan Repubhk Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Nomenklatur 

Perangkat Daerah Provmsi Dan Kabupaten/Kota Yang 

Melaksanakan Urusan Pemenntahan Bidang 

Penndustnan (Benta Negara Repubhk Indonesia Tahun 
2018 Nomor 849), 

8 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 

Tahun 2016 ten.tang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 

2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Halmaehera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah drubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang 

Pebentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Helamhera Selatan; 
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• Memperhatikan Surat Kementenan Dalam Negen Nomor 061/4257 /OTDA 

tertanggai 29 .Jum 2021 Penhal Perserujuan Penyesuayan 

Penyederhanan Struktur Orgarusasi Perangkat Daerah 

dilmgkungan Pemenntahan Daerah Kabupaten/Kota 

Provmsi Maluku Utara 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN 

DAN PERDAGANGAN 

B AB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati mt yang dimaksud dengan 

1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

2 Pemenntah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat 

daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pernermtah 

3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan 

4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan 

5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemenntahan Daerah 

6 Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Halmahera 

Sela tan 

7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 

Penyelenggaraan Pemermtahan daerah yang terdm dan Sekretanat 

Daerah, Sekretanat DPRD, Inspektorat, Dmas Daerah Badan Daerah 

dan Kecamatan 

8 Dmas adalah Dmas Koperasi dan UKM, Penndustnan dan Perdagangan, 

9 Tugas Pokok adalah Togas utama para pemangku jabatan tertentu pada 

Dmas Koperasi dan UKM, Penndustnan dan Perdagangan 

10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dmas 

Koperasi dan UKM, Penndustnan dan Perdagangan, 

1 1  Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara 

dalam rangka mermmpm Satuan Orgamsasi Perangkat Daerah 

12 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang bensi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahhan dan/atau keterampilan tertentu 

13 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan pubhk serta adrmmstrasi 

pemenntahan dan pembangunan 

14 Unit Pelaksana Tekrns yang selanjutnya dismgkat UPT adalah Unit 

Pelaksana Tekn1s Dmas Perhubungan yang melaksanakan kegiatan 
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tekrus operasional tertentu yang secara langsung berhubungan dengan 

pelayanan masyarakat 

BAB II 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TU GAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 2 

Dmas Koperasi dan UKM, Penndustnan dan Perdagangan Kabupaten 
Halmahera Selatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemenntahan yang 
menjadi kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretans Daerah 

Bagian Kedua 
Susunan Orgarnsasi 

Pasal 3 
( 1) Susunan Orgamsasi Dmas Koperasi dan UKM, Penndustnan dan 

Perdagangan terdm atas 

a Dmas, 

b Sekretanat Dmas, terdm dan 
1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 

2 Sub Bagian Keuangan, 
3 Kelompok Jabatan Fungsional 

c Bidang Kelembagaan Koperasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional, 

d Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan, Kelompok 
J abatan Fungsional, 

e Bidang Industn, dan Kelompok Jabatan Fungsional, 
f Bidang Perdagangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan 
g Unit Pelaksana Tekms (UPT) 

(2) Bagan Susunan Orgamsasi Dmas Koperasi dan UKM, Penndustnan dan 
Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum pada 
lampiran Peraturan Bupati 1111 

Bagian Ketiga 

Togas dan Fungsi 

Paragraf 1 

DIN AS 

Pasal 4 

D1nas sebagaunana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf a, dipnnpm oleh 

seorang Kepala Dmas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalarn 

melaksanakan urusan pemenntahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah, Penndustnan dan Perdagangan yang menjadi kewenangan 
daerah dan tugas pembantuan yang dibenkan kepada daerah 
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Pasal 5 
Dalarn melaksanakan rugas sebagarmana drmaksud dalarn Pasal 4, Dmas 
Koperasi dan UKM, Penndustnan dan Perdagangan menyelenggarakan 

fungsi 
1 Perumusan kebijakan Daerah Bidang Koperasi dan UKM, Penndustnan 

dan Perdagangan, 
2 Pengkoordmasian Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah Bidang 

Koperasi dan UKM, Penndustnan dan Perdagangan, 
3 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemenntah Daerah 

Bidang Koperasi dan UKM Penndustnan dan Perdagangan, 
4 Pembmaan adrmmstrasr dan aparatur Pemermtah Daerah Bidang 

Koperasi dan UKM Penndustnan dan Perdagangan, 
5 Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Paragraf 2 

SEKRETARIAT 

Pasal 6 
Sekretanat Dmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b, 

dipimpm oleh seorang Sekretans yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dmas 
dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, 
pengoordmasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan mehputi keuangan, 
hukum, mformasi, kehumasan, keorgamsasian dan ketatalaksanaan, 
pembmaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, 

pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan adrmmstrasr di 

lmgkungan Dmas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku 

Pasal 7 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ,  

Sekretanat menyelenggarakan fungsi 

1 Pengoordmasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan 

dan anggaran di lmgkungan Dmas Koperasi dan UKM, Penndustnan 
dan Perdagangan 

2 Pembmaan dan pembenan dukungan adrmmstrasi yang mehputi 

keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, 

kerumahtanggan, dan pelayanan adrmmstrasi d1 hngkungan Dmas 

Koperasi dan UKM, Penndustnan dan Perdagangan 
3 Pengordmasian, pembmaan dan penataan orgamsasi dan tata laksana di 

hngkungan Dmas Koperasi dan UKM, Penndustnan dan Perdagangan, 

4 Pengoordmasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 
pelaksanaan advokasi hukum di lmgkungan Dmas Koperasi dan UKM, 
Permdustnan dan Perdagangan 

5 Pengoordmasran pelaksanaan Sistem Pengendahan Intern Pemenntah 

(SPIP) dan pengelolaan mformasi dan dokumentasi, 
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6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan 

barang/jasa di hngkungan Dmas Koperasi dan UKM, Penndusman oan 

Perdagangan 
7 Pengoordmasian penyusunan, Renstra, Renja, LKJIP, SAKIP, LPPD dan 

Laporan Keuangan Dmas, 

8 Pengelolaan kepegawaian di hngkungan Dmas Koperasi dan UKM, 

Permdustnan dan Perdagangan, 

9 Pelaksanaan momtormg, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan hngkup 

tugasnya, 

10 Pengendahan pelaksanaan tugas UPT, dan 

1 1  Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh Kepala D1nas sesuai dengan 

tugas dan fungsmya 

Pasal 8 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 

ayat ( 1 )  huruf b angka 1 ,  dipimpm oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 

bertanggung jawab kepada Sekretans dan mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, 

kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan 

Pasal 9 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ,  Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian, 

2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekrus terkait adrmmstrasi 

umum dan kepegawaian, 

3 Pengelolaan data kepegawaian dmas, 

4 Penyiapan bahan mutasi pegawai dmas, 

5 Penyiapan kesejahteraan pegawai dmas, 

6 Penyiapan bahan pembmaan pegawai dmas, 

7 Penyelenggaraan kerumahtanggaan dmas, 

8 Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan 

perpustakaan dmas, 

9 Penyiapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan dmas, 

10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, orgarusasi, 

ketatalaksanaan, dan budaya pemenntahan pada dmas, 

1 1  Pelaksanaan pelayanan adrmmstrasi perkantoran, 

12 Pelaksanaan pemehharaan sarana dan prasarana perkantoran, 

13 Pernantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kmerja subbagian 

umum dan kepegawaian, dan 

14 Pelaksanaan fungsi lamnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsmya 

Pasal 10 

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1 )  huruf b 

angka 2, dipimpm oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab 

kepada Sekretaris dan mempunyai tugas membantu Sekretans untuk 
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penyiapan bahan pelaksanaan dalam urusan pelayanan pengelolaan 

adrmmstrasr keuangan Dmas 

Pasal 1 1  
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10,  Sub 

Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi 
1 Pelayanan dan Pengelolaan Adrmrustrasi Keuangan Dmas, 
2 Penyelenggaraan Perbendaharaan Dmas, 
3 Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan 

pemenksaaan keuangan, 
4 Pelaksanaan venfikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan 
5 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Paragraf 3 
BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI 

Pasal 12 

Bidang Kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1 )  

huruf c, diprmpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab 

kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas merumuskan kebijakan tekrus 

Bidang Kelembagaan Koperasi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang 

berlaku 

Pasal 13 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12,  

Bidang Kelembagaan Koperasi menyelenggarakan fungsi 

1 Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat, 
2 Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi srmpan pinjamj'umt 

simpan pmjam yang akurat, 

3 Pengoordmasian dan verifikasi dokumen izm usaha simpan pmjam 

untuk koperasi, 

4 Pengoordmasian dan verrfikasi dokumen izm pembukaan kantor cabang, 

ka.n.tor cabang pembantu da.n kantor ka.s, 

5 Pengoordmasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar 
koperasi dan pembubaran koperasi, 

6 Pengoordmasian bimbmgan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan 

tahunan koperasi simpan pmjam/urut simpan pmjam, 

7 Pengoordmasian pengawasan dan pemenksaan koperasi yang wilayah 

keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, 

8 Pengoordmasian pengawasan dan pemenksaan koperasi simpan 

pmjamj'urut simpan pmjam koperasi yang wilayah keanggotaannya 

keanggotaannya dalarn 1 (satu] daerah kabupaten, 

9 Pengoordmasian pelaksanaan pemlaian kesehatan koperasi simpan 

pmjamj'umt simpan pmjam, 

10 Pengoordmasian upaya penciptaan ikhm usaha simpan pmjam yang 

sehat melalui perulaian koperasi, 
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1 1  Pengoordmasian penyediaan data kesehatan koperasi srmpan 

pmjamz unit srmpan pmjam, 
12 Pengoordmasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi 

bagi koperasi, 

13 Pengoordmasian pelaksanaan monrtormg, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan pemberdayaan koperasi, dan 
14 Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Paragraf 4 
n T T"'\ "  1\Tr"' T T s "  H "  1\  A"TTTRr. TTEr"'TT D " l\ T  1\  A"T"'l\T:cl\Tr"\ " T  T  (T T1\ lfTT1\ If\ 
01.un.nu u n. n. 1v11n.. v, n.. \..,ll.t n.n 1v1r:.,n nun.rt \ u 1v1n..1v11 

Pasal 14 
Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 3 ayat ( 1) huruf d, diprmpm oleh seorang Kepala Bidang yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas 
merumuskan kebijakan tekrus Bidang Usaha Mrkro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku 

Pasal 15 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, 
Bidang U saha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyelenggarakan 

fungsi 

1 Pengoordmasian pelaksanaan pemberdayaan dan perlmdungan usaha 
kecd 

2 Pengoordmasian perluasan akses pembtayaarr/permodalan bagi pelaku 
UMKM, 

3 Penyelenggaraan promost akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam 
dan luar negen, 

4 Pengoordmasian pelaksanaan morutonng, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil, 

5 Pengoordmasian pelaksanaan pembmaan dan bimbmgan tekrus pelaku 

UMKM, 

6 Pengoordmasian kemrtraan antar UMKM dan badan usaha lamnya, 

7 Pengoordmasian pendataan izm usaha rmkro kecil (IUMK), 

8 Pengoordmasian pengembangan usaha kecil dengan onentasi 

perungkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah, 

9 Pengoordmasian pengembangan kewirausahaan, dan 

10 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 

Paragraf 5 
BIDANG INDUSTRI 

Pasal 16 

Bidang lndustn sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat ( 1) huruf e, 

dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala 
Dmas dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, 
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pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana 
dan Prasarana Indusrn, dan Pemberdayaan Innustn dan Pemoangunan 
Sumber Daya Industn 

Pasal 17 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, 
Bidang Industn menyelenggarakan fungsi 
1 Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan 

daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan mdustn kecil dan 
mdustn menengah unggulan, tenaga kerja mdustn dan penggunaan 
konsultan mdustn untuk mdustn unggulan kabupaten, 

2 Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan 
daerah di bidang pemanfaatan, jamman ketersediaan dan penyaluran, 
serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam 

kabupaten, 
3 Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan 

daerah di bidang fasrhtasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan 
Industn, Kawasan Industn, dan Infrastruktur penunjang mdustn yang 

izmnya dikeluarkan oleh Pemenntah Kabupaten, 
4 Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan 

daerah d1 brdang pembmaan mdustn lnjau untuk mdustn unggulan 

Kabupaten, 
5 Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan 

daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industn, 
6 Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan 

daerah dr bidang standardisasi mdustn yang izmnya dikeluarkan oleh 

Pemenntah Kabupaten, 
7 Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan 

daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan 
movasr, 

8 Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan 

daerah terkait promosi mvestasi dan fasihtasr/msentif di bidang 

penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten, 
9 Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan 

daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan adrmmstrasi 

kerja sama, 

10 Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan 

daerah di bidang pengelolaan sistem mformasi mdustn di kabupaten, 
1 1  Peny1apa11 perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan 

daerah di bidang fasihtasi pembenan penzman bidang mdustn, 

pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pembenan sanksi 

admimstratif untuk pelanggaran Izm Usaha Industn kecil, Izm Usaha 
Industn Menengah dan Izm Usaha Kawasan Industn yang tzmnya 

dikeluarkan oleh Pemenntah Kabupaten, dan 
12 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 
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Paragraf 6 
BIDANG PERD.A.GANGAN 

Pasal 18 
Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat ( 1) huruf f, 
dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala 
Dmas dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordmasi, 
fasihtasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbmgan tekms, 
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan 
perdagangan dalam negen, pengembangan perdagangan luar negen, dan 

kernetrologian 

Pasal 19 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, 

Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi 
1 Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distnbusi 

perdagangan, 

2 Pembmaan terhadap pengelola sarana distnbusi perdagangan di wilayah 

kerjanya, 

3 Pernbet tan rekomendasr d&1 pelaya.11&1 perret b1tan izrn dan non 

penzman usaha perdagangan, 

4 Pemenksaan fasihtas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan 
distnbusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan 
berbahaya di tmgkat daerah kabu paten, 

5 Pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan ikhm usaha, 

penmgkatan penggunaan produk dalam negen, promosi dan 
pemngkatan akses pasar serta koordmasi penyediaan data dan mformasi 

pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha rmkro kecil menengah 

sektor perdagangan}, 

6 Pelaksanaan penjamman ketersediaan barang kebutuhan pokok dan 
barang pentmg di tmgkat daerah kabupaten, 

7 Pemantauan distnbusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan 
barang pentmg di tmgkat daerah kabupaten, 

8 Pengoordmasian hntas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan 

pokok dan barang pentmg di tmgkat daerah kabupaten, 

9 Pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan 
barang pentmg di tmgkat daerah kabupaten, 

10 Penyediaan data dan mformasi hai ga ser ta keter sediaan stok darr 
pasokan barang kebutuhan pokok dan barang pentmg dr tmgkat daerah 

kabupaten, 

11 Penyelenggaraan operasi pasar dan/ atau pasar murah dalam rangka 
stabihsasr harga pangan pokok di wilayah kerjanya, 

12 Pengoordmasian dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi 
pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya, 

13 Pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan 
barang pentmg di wilayah kerjanya, 

14 Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bei subsidi 

di wilayah kerjanya, 
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15 Pengkoordmasian dengan Kormsi Pengawas Pupuk dan Pestisida 

Kabupaten lKP3 Kabupaten), produsen, distributor, dan pengecer di 

tmgkat daerah kabupaten, 
16 Penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang nasional, 

pameran dagang lokal, dan rmsi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) 

daerah kabupaten, 
17 Penyediaan layanan mformasi mengenai penyelenggaraan dan 

partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan 

rmsi dagang dan produk ekspor unggulan daerah, 

18 Penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk 
ekspor skala provms. (hntas daerah kabupaten}, 

19 Penerbrtan Surat Keterangan Asal, 
20 Pembmaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor 

untuk perluasan akses pasar produk ekspor, 
21 Penyediaan dan penmgkatan kompetensi sumber daya manusia Penyidik 

Pegawai Negen S1p1l (PPNS) Perdagangan, Penyidrk Pegawai Negen Srpil 

Perlmdungan Konsumen (PPNS-PK), Petugas Pengawas Barang dan Jasa 
(PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN), jabatan fungsional 

penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian, 

22 Penyediaan Jan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungs.ona! 

penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian di seluruh daerah 

kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya, 

23 Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem mformasi sumber 
daya manusia jabatan fungsronal penera, pengamat tera, dan pengawas 
kemetrologian, 

24 Pelaksanaan pemlaian angka kredrt jabatan fungsional penera, 

pengamat tera, dan pengawas kemetrologian, 

25 Fasihtasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/ atau Daerah Tertib Ukur, 

26 Pe11y u su uau Jd11 pe111ehlid1 ddli 81::si..eu1 111u tu meu ulug1 legal, 

27 Pelaksanaan pernbmaan sumber daya manusra dan pelaku usaha di 

bidang pengendahan mutu, 

28 Pelaksanaan pengawasan dan pembmaan mutu produk/ komoditi, 

29 Pemetaan potensi komoditi daerah, 

30 Momtormg mutu produk kornoditi ekspor, 

31 Pelaksanaan kajian hambatan ekspor terkait mutu, 
32 Registrasi pelaku usaha komoditi ekspor, 

33 Sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk 

34 Pelaksanaau Iu ugsi laur )'dllg diberrkan oieh dld:SdU sesuai ueugd.11 lugct.� 

dan fungsmya 

BAB III 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

Pasal20 

( 1 )  Pada Dmas dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekrns (UPT) untuk 
melaksanakan kegiatan tekms operasional dan/ a tau kegiatan tekms 
periunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah 
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(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dipimpm oleh kepala UPT 
yang berada dinawah aan berranggungjawab kepada Kepala Dmas 

(3) Pengaturanlebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Tekrns diatur dengan 
Peraturan Bupati tersendm 

B AB IV  

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Bagian Kesatu 
Eselomsasi 

Pasal 2 1  

( 1 )  Kepala Dmas merupakan Jabatan Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon 
Ilb, 

(2) Sekretans merupakan Jabatan Adrmmstrator atau Eselon Illa, 
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adrmrnstrator atau Eselon IIIb, 

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa 

Bagian Kedua 
Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 22 

Kepala Dmas, Sekretans, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan 
diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian /Bupatr 

BABV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA 

Bagian Kesatu 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 23 
( 1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

secara langsung kepada pejabat pimpman tmggi pratama, pejabat 

adrmmstrator atau pejabat pengawas yang mermhki keterkaitan dengan 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional, 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional masmg-masmg berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(3) Selai11 melaksanakan tugas dan fungsmya sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas 
membenkan pelayanan fungsional terkart mekamsme koordmasi dan 
pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan 

pimpman tmggt pratama sesuai dengan bidang keahhan dan 
keterampilan, 

(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana drmaksud pada ayat (2) 

Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara mdividu dan/ a tau 
dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kmerja 

orgamsasr 

(5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara mdrvidu sebagaimana 



- 13 - 

dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara 

nerjenjang kepada kepaia umas 
(6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim KeIJa sebagaimana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan 

Kepala Dmas 
(7) Tim KeIJa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdm dan 

a Ketua Tim, dan 
b Anggota Tim 

(8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan 
tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dan 
perangkat daerah yang membidangi 

(9) Pejabat Fungsional yang drtunjuk sebagai anggota Tim kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dan 
berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit orgamsasi 

tersebut atau diluar unit orgamsasi, untuk mengoptimalkan 

pencapaian tujuan orgamsasi, 

(10)  Pejabat Fungsronal sebagai dampak dan penyetaraan jabatan dalam 

melaksanakan mekamsme koordmasi dan pengelolaan kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mlai Angka Kredit 25o/o 

dan Angka Kredit Kumulatif 

( 1 1 )  Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 

(12 )  Togas, jerns dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku 

Bagian Kedua 
Jabatan Pelaksana 

Pasal 24 
( 1 )  Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena 

dampak dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan 
pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan 

a Unit Ke1Ja yang masih mermhki Jabatan Admuustrator, jabatan 

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 
Administrator atau Eselon III 

b Unit KeIJa yang tidak memihki Jabatan Administrator, jabatan 

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 
Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon II 

(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak 

dan pelaksanaan penyederhanaan brrokrasi tetap berkedudukan dan 

bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV 

(3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawarari/ 

Bupab 

(4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di hngkungan 

Dmas Koperasi dan UKM, Penndustnan dan Perdagangan diatur 

dengan Peraturan Bupati tersendm 
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BAB VI 

TATAKERjA 

Pasal 25 

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di hngkungan Dmas Koperasi 

dan UKM, Penndustnan dan Perdagangan wajib menerapkan prmsrp 

koordmasi, mtegrasi, dan smkromsasi bark di hngkungan masmg-masmg 

maupun antar satuan orgamsasr di hngkungan Dmas Koperasi dan UKM, 

Penndustnan dan Perdagangan serta dengan mstansi lain di luar 

hngkungan Dmas Koperasi dan UKM, Penndustnan dan Perdagangan 

sesuai dengan tugas masmg-masmg 

Pasa126 

( 1 )  Setiap pimpman satuan orgamsasi bertanggung jawab memimpm dan 
mengoordmasikan bawahan dan membenkan pengarahan serta petunjuk 

bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah 

drtetapkan, dan 

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 

dukuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta 

dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Pasal 27 

Setiap Pimpman Satuan Orgamsasi di hngkungan Dmas Koperasi dan UKM, 

Penndustnan dan Perdagangan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk 

dan bertanggung jawab kepada atasannya masmg-masmg dan 

menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

Pasal 28 

Setiap laporan yang ditenma oleh pejabat adrmmstrator dan pejabat 

pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun 

laporan lebih lanjut dan membenkan petunjuk kepada bawahan 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 29 

Dengan berlakunya peraturan Bupati 111i, pejabat yang menduduki 

jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya 

Pejabat baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati im 

BAB VIII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 30 

Dengan berlakunya Peraturan 1n1, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Togas Pokok dan Susunan 7 [Tujuh] Orgamsasi 
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Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021  tentang 

Perubahan kenga atas Peraruran Kepala Daerah Nomor 21  Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Togas Pokok dan Susunan Orgarusasi Perangkat 
Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Togas Pokok dan Susunan Orgamsasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Halmahera Selatan, dmyatakan dicabut dan tidak berlaku 

Pasal 3 1  

Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan 
mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera 

Sela tan 

Ditetapkan di Labuha 
Pada tanggal 1 6  �bruari 2023 

BUPATI HALMAHERA LATAN 

Diundangkan di Labuha 
pada tanggal 1 6  �tn&ri 2023 

..,..SE-KRETARIS DAERAH 
KABUPA1'EN HALMA RA SELATAN, 

5 1 2 2 1  200003 1 002 

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 
NO MOR 

Salman Sesuai dengan ashnya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

TTD 

RUSDI HASAN,SH.MH 

Nip 19830702 200812 1 002 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 
NOMOR 1 5  TAHUN 2023 
TANGGAL � 6 F8 brt= ,-, 2023 

STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 
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